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Memutuskan

Menetapkan : KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH NAGARI TAMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Nagari adalah Nagan Tambang,

2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempar dalam sistern pemenniaban Negara
Kesatuan Republik Indonesia,

3. Pemenintah Nagan adalsh Wali Nagari dan Perangkat Nagar sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Nagari.

4. Badan Publik Nagari adalah Pemenntah Nagari, Badan Permusyawaratan
Nagari, Badan Usaha Milik Nagari dan Badan Rerjasama Antar Nagari.

5. Wali Nagari Tambang adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung
oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.

6. Badan Permusyawaratan Nagari atau vang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang meleksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupekan wakil dari penduduk Nagar berdasarkan keterwekilan wildyah
dan ditetapkan secara demokratis.

Badarn Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUM Nagan adelah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan sccara langsung yang berasal dari kekavaan Nagar vang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnyva untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.

8. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya discbut BKAD adalah bacan
vang dibentuk atas dasar kesepakatan -antgr-Désﬂ untik membantu kepala
Desa dalam melaksanakan kerjasama antar-Desa,

9, Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdini dari Sekretaris Desa, Kepala
Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan;

10. Informasi adalah keterangan, pernyvataan, gagesan, dan tanda-tanda yeng
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya
vang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
keriasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi mmformasi dan
komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

11. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik vang berkaitan dengan
penyelenggara danpenvelenggaraan negara dan/afau penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi
lain vang berkaitan dengan kepentingan pubhk.

12. Informasi publik nagar adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelcla,
dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintahan Nagari yang berkaitan dengan
penvelengeara dan penyelenggaraan negara dan/atau penvelenggara dan
penvelenggaraan Badan Publik Nagari lainnya yeng sesuai dengan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
Undang-Urnidang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Deoa.
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5. alamat pengaduan;
h. daftar peraturan dan rancangan peraturan Pemerintah Nagari; dan
1. informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan Informasi Publik Desa.
(2] Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
selambat lambatnya 1 (satu) kali dalam setabiun

Bagian kedua
Informasi Publik Nagari yang Wajib Diumumkan Secara serta merta
Pasal 12

(1) Setiap Pemerintah Nagari wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam
hajat hidup orang banvak dan ketertiban umum paling sedikit:
a. mformasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena
faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, dan kejadian luar biasa;
b. Informasi tentang keadaan bencaina non-alam seperti pencemaran lingkungan,
¢. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau
antar komunitas. maﬁyarahat dan teror;
d. informasi {entang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit
yang berpotens: menular;
e. informasi tentang racun pada bahan makanan vang dikonsumsi oleh
masyarakat; dan/atau
f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
(2} Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] paling
sedikit meliputi:
. betensi bahaya dan /atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan:;
pthak vang berpotensi terkena dampak bagi masyarakat umum,
prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
cara :m-nghmdan bahava dan/atau dampalk yang ditimbulkan;
cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang,
pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup
orang banyak dan ketertiban umum; _
tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darural tegjadi; dan upava
yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak yang berwenang dalam
menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan,
(3} Informasi Publik Nagari vang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta diumumkan
paling sedikit pada papan pengumuman Desa dan/atau media lain yang lazim
digunzakan dan dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.

E“agm.n Ketiga
Informiasi Publik Nagari yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Pasal 13

o an ow

i

Setiap Pemerintah Nagari wajib menyediakan Informasi Publik Nagari yang Wajib

Tersedia Setiap Saat yang paling sedikit terdiri atas:

a. Daftar Informasi Publik Nagari vang paling sedikit berisi ringkasan isi informasi,
pejabat/unit yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan/penerbitan
informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, format informasi vang tersedia,
Jjangka waktu penyimpanan atau masa retensi arsip;

b. informasi tentang Peraturan Nagari, Peraturan Bersama Wali Nagari, Peraturan Wali
Naga;n Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari yang paling sedikit terdiri atas:

. dokumen pendukung kajian atau pertimbangan vang mendasari terbitnya

peraturan dan/atau keputusan tersehut;

peraturan dan/atau keputusan dar berbagai pihak;

risalah rapat dari proses pembentukan peraturan dan/atau keputusan tersebut;

rancangan peraturan dan/atau keputusan tersebut;

tahap perumusan peraturan dan/atau keputusan tersebut; dan

peraturan dan/atau keputusan yang telah diterbitkan,

e seluruh dokumen Informasi Publik Nagari Berkala wajib disediakan;

d. profil lengkap KepWali Nagari dan Perangkat Nagari;
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